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mendaftar sebagai lembaga keuangan mikro karena faktor ekonoemi, regulasi dan sosiologis. Faktor ekonomi
menunujukkan bahwa perijinan koperasi paling sederhana, cakupan wilayah koperasi lebih luas mencakup
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ABSTRAK
Solikhah T311708021-Pascasarjana

Solikhah. Promotor : Jamal Wiwoho, Co-Promotor, Pujiyono, Co-Promotor Yudho Taruno Muryanto, 2021,
Rekonstruksi Pengaturan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berbadan Usaha Perkoperasian Sebagai Lembaga
Keuangan Mikro Di Indonesia. Program Doktor IImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian disertasi ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengapa sebagian besar Baitul Maal
Wat Tamwil (BMT) memilih berbadan hukum koperasi dan tidak mendaftarkan diri sebagai lembaga
keuangan mikro serta bagaimana rekonstruksi pengaturan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam upaya
memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk
merumuskan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berbadan usaha perkoperasian sebagai lembaga keuangan
mikro sehingga dapat memberikan perlindungan dan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Sedangkan jenis datanya berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari BMT belum
berbadan hukum, BMT yang paling besar asetnya dan BMT yang paling lama dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Data sekunder berupa bahan hukum primer dantbahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BMT sedangkan bahan hukum
sekunder berupa disertasi sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan BMT. Teknik pengumpulan
bahan hukum melalui teknik wawancara dengan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan_bahwa BMT "menggunakan badan usaha perkoperasian karena
beberapa faktor yaitu ekonomi, regulasi dan sesiologis.. Faktor ekonomi bahwa persyaratan, perijinan
koperasi paling sederhana, mudah diterapkan di dndonesia, cakupan -wilayah koperasi lebih luas mencakup
lintas desa, lintas kecamatan hahkan tingkat nasional. Faktor regulasi bahwa pengawasan dari dinas koperasi
lebih longgar, sanksi penyalahgunaan koperasi ringan meliputi teguran, sanksi administrasi, pembekuan,
pencabutan izin usaha dan pembubaran. Aspek sosiologis bahwa: tipe masyarakat lebih familiar dengan
koperasi. BMT tidak mau mendaftar sebagai lembaga keuangan mikro karena beberapa faktor yaitu
ekonomi, regulasi dan sosiologis. Faktor ekenomi bahwa persyaratan, perijinan lembaga keuangan mikro
lebih rumit harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, cakupan wilayah usaha Otoritas Jasa
Keuangan lebih sempit dalam wilayah satu-desa, satu kecamatan maupun satu kabupaten. Faktor regulasi
bahwa pengawasan dari otoritas jasa keuangan ketat, sanksi penyalahgunaan kewenangan BMT berat
meliputi sanksi tertulis, denda, pembekuan usaha, pemberhentian direksi atau pengurus, pencabutan izin
usaha dan sanksi pidana. Faktor sosiologis bahwa masyarakat masih memerlukan adaptasi untuk mengenal
lembaga keuangan mikro. Model rekonstruksi pengaturan BMT yang tepat adalah BMT berbadan usaha
perkoperasian dengan mendaftarkan sebagai lembaga keuangan mikro sehingga meminimalisir
penyalahgunaan kewenangan BMT.

Kata Kunci : Badan Usaha, Koperasi, Keuangan Mikro



ABSTRACT

Solikhah T311708021-Postgraduate

Solikhah. Promoter : Jamal Wiwoho, Co-Promoter, Pujiyono, Co-Promoter Yudho Taruno Muryanto, 2021,
Reconstruction of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Reconstruction of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Arrangements as Cooperative Business Entities as Microfinance Institutions in Indonesia. Doctoral Program
in Law Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This dissertation research examines and answers the problem of why most Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) choose to be a cooperative legal entity, do not register as a microfinance institution and how
to reconstruct the Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) arrangement in an effort to provide protection to the
community. This research is an empirical legal research to formulate Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) as a
cooperative business entity as a microfinance institution so that it can provide optimal protection and
services to the community. While the type of data in the form of primary data and secondary data. Primary
data were obtained from BMTs not yet legally incorporated, BMT with the largest assets and BMT are
taking the longest to provide services to~the“community. Secondary data in the form of primary legal
materials and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of laws and regulations
related to BMT, while secondary legal. materials are in the form of.previous dissertations and scientific
journals related to BMT. The technique of collecting legal materials is through interview techniques with
qualitative juridical analysis.

The results of the study conclude that BMT uses cooperative business entities due to several
factors, namely economy, regulation-and sociological. The economy factor is that the requirements for
cooperative licensing are the simplest, easy to apply in Indonesia, the scope of the cooperative area is wider
covering cross-village, cross-district and even national level. The regulation factor is that the supervision
from the cooperative service is looser, the sanctions for misappropriation of cooperatives are light, including
warnings, administrative sanctions, freezing, reveeation of business permits and dissolution. The
sociological aspect is that the type of communityis more familiar with cooperatives. BMT does not want to
register as a microfinance institution.because of several factors, namely economy, regulation and
sociological. The economy factor is that the requirements-for licensing microfinance institutions are more
complicated and must get approval from the Financial Services Authority, the scope of the Financial
Services Authority's business area is narrower.in the area of one village, one sub-district or one district. The
regulation factor is that the supervision from the financial services authority is strict, the sanctions for
abusing the authority of the BMT are severe including written sanctions, fines, business freezes, dismissal of
directors or management, revocation of business licenses and criminal sanctions. The sociological factor is
that the community still needs adaptation to get to know microfinance institutions. The correct model for the
reconstruction of BMT arrangements is BMT with a cooperative business entity by registering as a
microfinance institution so as to minimize abuse of BMT authority.

Keywords: Business Entities, Cooperatives, Microfinance
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